Menimbang

Mengingat

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR ©9 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan
fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Paragraf 16
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis
penunjang serta urusan pemerintahan  yang bersifat
pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat
pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan

dan penetapan kebijakan.
o Paragraf 17
) Jabatan Fungsional
Pasal 26

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Nomor 16 Tahun
2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Diundangkan di Tais
pada tanggal >? Januari 2017

SEKRETAR]S PAERAH,
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ar



